
105 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Hasil identifikasi, terdapat 24 faktor kendala penyebab proyek konstruksi 

yang dikerjakan secara swakelola; 

2. Hasil perhitungan Relative Importance Index (RII), diperoleh 6 (enam) 

kendala yang termasuk kategori setuju atau dominan dengan nilai RII ≥ 

0,710 berdasarkan jawaban responden gabungan (Dinas Pekerjaan Umum, 

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga), yaitu sebagai berikut: 

1) Adanya kebijakan dan politik tertentu dalam penentuan pelaksanaan 

pekerjaan (faktor kendala berdasarkan metode); 

2) gangguan external/pihak lain di luar para pihak (faktor kendala 

berdasarkan keadaan alam/lingkungan); 

3) Administrasi yang rumit (faktor kendala berdasarkan metode); 

4) Kurangnya kemampuan, pengetahuan dan kompetensi pelaksana 

swakelola (faktor kendala berdasarkan SDM); 

5) Adanya Conflict Of Interest (faktor kendala berdasarkan keadaan 

alam/lingkungan); 
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6) Biaya pengawasan terlalu rendah sehingga mempengaruhi produktivitas 

tenaga kerja (faktor kendala berdasarkan keuangan/biaya). 

3. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, diperoleh beberapa 

rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kendala pada 

pelaksanaan proyek swakelola, yaitu: 

1) Untuk mengantisipasi adanya kebijakan, dibutuhkan manajemen proyek 

yang mempunyai pengalaman dan kompeten di dalam proyek, sehingga 

dapat mengambil keputusan dengan menentukan pekerjaan yang lebih 

diprioritaskan dengan anggaran yang ada. Selain itu perlu dibuat aturan 

tentang swakelola di level daerah sehingga kebijakan yang ada dapat 

berpedoman pada aturan swakelola yang dibuat. 

2) Untuk mengantisipasi gangguan external/pihak lain di luar para pihak, 

maka perlu meningkatkan pengawasan mulai dari persiapan sampai 

akhir pelaksanaan. Apabila dari hasil pengawasan terdapat 

penyimpangan, maka PPK harus segera mengambil tindakan dengan 

cara memberi teguran langsung agar pekerjaan berjalan sesuai rencana 

sehingga dapat meminimalkan adanya gangguan dari pihak external. 

3) Untuk mengantisipasi administrasi yang terlalu rumit, maka dibutuhkan 

pengaturan proses pencairan yang lebih sederhana. Selain itu perlu 

koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait 

dengan pelaksanaan swakelola sehingga akan memperlancar 

administrasi swakelola.  

4) Untuk mengantisipasi kurangnya kemampuan, pengetahuan dan 

kompetensi swakelola, maka sebaiknya dilakukan upaya peningkatan 
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kompetensi/kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana 

swakelola seperti pelatihan, kursus, dll sehingga kompetensi SDM 

meningkat dan memenuhi standar kompetensi yang ada. 

5) Untuk mengantisipasi adanya Conflict Of Interest, maka dibutuhkan 

manajemen proyek yang mempunyai pengalaman dalam pekerjaan 

konstruksi dan ketegasan pihak-pihak yang terlibat dalam swakelola 

dalam hal ini PA dan PPK dalam mengambil keputusan serta transparan 

dalam bertindak, sehingga dapat menghindari banyaknya korupsi yang 

ada di daerah, karena adanya Conflict Of Interest yang terjadi dalam 

pelaksanaan proyek swakelola. 

6) Untuk mengantisipasi biaya pengawasan terlalu rendah sehingga 

mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, maka sebaiknya pemerintah 

daerah membuat aturan di tingkat daerah mengenai kompensasi biaya 

pengawasan berdasarkan zona agar sesuai dan adil serta berfungsi 

sebagai motivasi bagi kinerja tim pengawas. 

  

5.2. Saran 

Dari penelitian yang dilakukan ada beberapa saran, yaitu sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk mencegah atau 

meminimalkan terjadinya faktor-faktor kendala proyek swakelola ke 

depannya; 

2. Sebaiknya Pemerintah membuat aturan di tingkat daerah tentang swakelola 

agar pelaksanaan swakelola lebih mudah, baik, efektif dan akuntabel; 
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3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, dapat dikembangkan dengan 

melakukan penelitian dengan lingkup yang lebih luas mengenai proyek 

swakelola yang ada di Indonesia. 
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